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Abstract. The development of digital marketing through social media has encouraged collaboration between brands and influencers as an effective 
promotional strategy. However, issues arise regarding the legal status of influencers: whether they are civil partners or employees in a formal employment 
relationship. This study aims to analyze the legal relationship between brands and influencers, as well as examine the rights, obligations, and 
responsibilities of each party from an Indonesian legal perspective. The method used is normative juridical with a statutory approach based on primary 
and secondary legal sources. The results indicate that if the collaboration fulfills the elements of work, orders, and regular remuneration, it is considered 
an employment relationship subject to labor law. Conversely, if the influencer has autonomy without subordination, the relationship is civil as a 
partnership. This unclear status creates legal risks, necessitating specific regulations to ensure legal certainty, contractual justice, and rights protection in 
the digital economy era.

Keywords -  influencer, brand, cooperation contract, employment relationship, partnership, labor law, civil law.


Abstrak. Perkembangan pemasaran digital melalui media sosial mendorong kerja sama antara brand dan influencer sebagai strategi promosi yang 
efektif. Namun, timbul persoalan terkait status hukum influencer: apakah sebagai mitra perdata atau karyawan dalam hubungan kerja formal. Penelitian 
ini bertujuan menganalisis bentuk hubungan hukum antara brand dan influencer, serta menelaah hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing 
pihak dalam perspektif hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan  berbasis 
sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kerja sama memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan pemberian upah 
rutin, maka termasuk hubungan kerja yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan. Sebaliknya, jika influencer memiliki otonomi tanpa subordinasi, 
hubungan bersifat perdata sebagai kemitraan. Ketidakjelasan status ini menimbulkan risiko hukum, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk menjamin 
kepastian hukum, keadilan kontraktual, dan perlindungan hak di era ekonomi digital.

Kata Kunci - influencer, brand, kontrak kerja sama , hubungan kerja. Kemitraan, hukum ketenagakerjaan, hukum perdata.

I. Pen dahuluan 

Pemasaran digital telah menjadi elemen krusial dalam perekonomian global, terutama dengan berkembangnya media sosial sebagai platform utama 
komunikasi dan promosi. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara perusahaan memasarkan produk dan layanan, tetapi juga mempercepat proses 
pengambilan keputusan konsumen melalui pengaruh digital. Di satu sisi, media sosial memberikan peluang besar untuk menjangkau audiens dengan 
lebih personal dan interaktif. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan, termasuk persoalan etika, legalitas, dan keandalan informasi yang 
disampaikan melalui platform tersebut.[1] Selain itu, hubungan bisnis yang terjalin dalam ekosistem digital sering kali belum diimbangi dengan regulasi 
yang cukup memadai untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. 

Salah satu bentuk pemasaran digital yang menonjol di Indonesia adalah kerja sama antara brand dan influencer. Hubungan antara influencer dengan 
brand dalam ketenagakerjaan biasanya dianggap sebagai mitra kerja atau kontrak kerja. Influencer sendiri bekerja berdasarkan kontrak yang mengatur 
tanggung jawab, durasi kerja, dan pembayaran. Mereka tidak dianggap sebagai karyawan tetap, sehingga tidak mendapatkan hak-hak seperti gaji tetap, 
cuti, atau perlindungan sosial yang sama dengan karyawan tetap. Namun, ada juga di mana influencer bekerja secara lebih terintegrasi dengan brand, 
sehingga munculah perdebatan mengenai apakah mereka seharusnya dianggap sebagai karyawan tetap. Hubungan ini memainkan peran penting dalam 
strategi pemasaran digital karena influencer memiliki kemampuan untuk memengaruhi audiens melalui konten yang relevan.[2] Namun, kerja sama ini 
sering kali menghadirkan tantangan hukum, terutama terkait kejelasan  hak dan kewajiban masing-masing pihak  dalam kontrak. 


Regulasi yang ada, seperti Pasal 1320 KUHPerdata,  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  dan UU ITE Nomor 
11 Tahun 2008 dan perubahannya  UU Nomor 19 Tahun 2016,  sering kali bersifat umum dan kurang spesifik dalam mengatur kerja sama ini.[3]  Oleh 
karena itu diperlukan analisis hukum yang lebih mendalam untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu terkait kontrak kerjasama antara influencer dengan brand di indonesia, meskipun masing-masing 



memiliki fokus yang berbeda. Pertama penelitian dilakukan oleh In'Nama Ramadan dengan judul “Wanprestasi Brand Ambassador Terhadap Perjanjian 
Kerja Sama Promosi Barang di Media Sosial” Hasil dari penelitian ini adalah terkait dengan bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian kerja sama 
promosi barang di media sosial dengan Brand Ambassador serta mencakup pertanggungjawaban hukum yang wajib dipenuhi oleh Brand Ambassador 
yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama promosi barang di media sosial.[4] Penelitian kedua yaitu dilakukan oleh Windi  Erfiana,  Devi  
Purnamasari  dengan judul ” Strategi Content Marketing Influencer Melalui Shopee Affiliate  Program  di  Instagram”  Hasil dari penelitian ini adalah 
menunjukkan menunjukkan bahwa penerapan enam elemen content marketing dan teknik stealth marketing secara bersamaan meningkatkan 
keberhasilan kampanye promosi dan keterlibatan audiens.[5] Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Karin Deany Solikhin dengan judul “Tanggung 
Jawab Influencer Atas Produk Kosmetik yang Dipromosikan Melalui Media Sosial yang Merugikan Konsumen” Hasil dari penelitian ini adalah 
menunjukkan bahwa hubungan hukum antara influencer dengan pelaku usaha kosmetik berbentuk perjanjian obligatoir yang termasuk kategori 
perjanjian kerja sama dan digolongkan sebagai perjanjian tidak bernama (innominaat) karena tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata.[6] 
Influencer yang mempromosikan produk dan terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil dapat dimintai pertanggungjawaban secara 
renteng bersama pelaku usaha, meskipun tanggung jawab utama terkait kandungan produk tetap berada pada pelaku usaha. Oleh karena itu, influencer 
perlu berhati-hati dalam menerima tawaran endorsement agar terhindar dari risiko tanggung jawab hukum.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena fokus utamanya pada analisis aspek hukum kerja sama 
antara brand dan influencer di Indonesia dalam konteks pemasaran digital. Sementara penelitian sebelumnya, seperti analisis kontrak afiliasi Shopee 
dengan pendekatan syariah, studi tentang wanprestasi brand ambassador, serta pelaksanaan perjanjian kerja sama promosi di tingkat lokal, lebih 
banyak menyoroti aspek tertentu dari kerja sama ini. Namun, penelitian ini lebih mendalam mengeksplorasi status hubungan hukum, hak dan kewajiban 
pihak-pihak dalam kontrak, serta perlindungan hukum yang relevan. Di samping itu, penelitian ini memperhatikan konteks hukum Indonesia secara 
spesifik, yang sering kali kurang ditangani secara menyeluruh dalam studi sebelumnya.

Sebagai gambaran nyata, kasus perselisihan antara influencer Awkarin dengan PT Glafidsya RMA Group pada tahun 2021 menjadi contoh penting. 
Dalam kasus tersebut, meskipun kontrak kerja sama dikemas dalam bentuk kemitraan, ditemukan unsur subordinasi seperti instruksi langsung dari 
brand, target penjualan ketat, dan pengaturan teknis yang menunjukkan hubungan kerja secara substantif.[7] Begitu pula dalam kerja sama Rachel 
Vennya dengan sebuah brand impor, terjadi persoalan administratif karena tidak diatur dengan jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap bea masuk 
dan pajak impor. Kedua kasus ini menegaskan pentingnya penyusunan kontrak yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan kondisi 
hukum yang sebenarnya agar tidak menimbulkan dampak hukum di kemudian hari.[8]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hubungan hukum antara brand dan influencer, khususnya dalam menentukan apakah hubungan 
tersebut termasuk dalam kategori hubungan ketenagakerjaan atau hubungan kemitraan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hak dan kewajiban yang 
timbul dalam kontrak kerja sama, serta menganalisis kerangka hukum yang relevan dalam konteks hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang aspek legal dari kerja sama brand dengan influencer, sekaligus mendukung 
pertumbuhan industri pemasaran digital di Indonesia.

Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek utama, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan 
terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum kontrak dan pemasaran digital. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan 
bagi studi-studi akademik selanjutnya yang berfokus pada regulasi kerja sama digital di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya 
literatur akademis tentang perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama pemasaran digital.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif untuk 
mengatur kerja sama antara brand dan influencer. Penelitian ini juga bermanfaat bagi eksekutif bisnis dalam memahami kerangka hukum yang relevan 
sehingga mereka dapat merancang kontrak kerja sama yang lebih adil, transparan, dan melindungi hak serta kewajiban semua pihak yang terlibat. Bagi 
praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari kerja sama ini, serta memastikan bahwa 
pelaksanaan kontrak memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, manfaat penelitian ini diharapkan tidak hanya 
dirasakan oleh komunitas akademik, tetapi juga oleh pelaku industri dan pembuat kebijakan dalam mendukung keberlanjutan ekosistem pemasaran 
digital yang sehat  dan  inovatif  di Indonesia. 

II.  Metode

Penelitian   ini menggunakan metode yuridis normatif   untuk mengkaji tanggung jawab hukum dalam kontrak kerja sama antara brand dan influencer 
di Indonesia dengan  pendekatan perundang-undangan (statute approach).   Bahan hukum primer yang digunakan  mencakup Pasal 1320 dan 
Pasal 1338  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),   Pasal 1 angka 15  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan,    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen,  serta UU ITE  Nomor  11 Tahun 2008 dan 
perubahannya UU Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur, artikel jurnal, buku hukum, dan pendapat ahli yang relevan 
untuk mendukung penelitian ini. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran sistematis, futuristik, dan gramatikal. 

III. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Karyawan dalam Regulasi Ketenagakerjaan serta Aspek Kemitraan Berdasarkan Hukum Perdata

 Hubungan  kerja  diartikan sebagai  hubungan antara pengusaha dengan pekerja   atau buruh  yang didasarkan atas perjanjian kerja,   
Berdasarkan  Pasal 1 angka  15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan   ini memiliki tiga unsur kumulatif, yaitu 
meliputi adanya  pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja,  adanya perintah langsung dari pemberi kerja, adanya pemberian upah sebagai kompensasi 
atas pekerjaan tersebut,  Ketiga unsur ini harus dipenuhi secara bersamaan, dan apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hubungan tersebut tidak 
dapat disebut sebagai hubungan kerja dalam arti hukum. Dalam konteks hubungan antara influencer dan brand, apabila secara faktual influencer 
diwajibkan untuk memproduksi dan mempublikasikan konten pada waktu tertentu, harus mengikuti pedoman visual, narasi, dan instruksi spesifik dari 
pihak brand, serta menerima pembayaran atau kompensasi secara berkala sebagai imbalan atas jasa tersebut, Maka hubungan tersebut telah 
memenuhi ketiga  unsur hubungan kerja sebagaimana diatur dalam   Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan.  Oleh karena itu, hubungan ini tidak 
dapat lagi disebut sebagai kemitraan kontraktual biasa, melainkan telah membentuk hubungan kerja subordinatif yang tunduk pada rezim hukum 
ketenagakerjaan. Pandangan ini juga diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 501 K/Pdt.Sus- PHI/2016, yang menegaskan bahwa unsur-
unsur hubungan kerja seperti adanya pekerjaan, instruksi dari pemberi kerja, dan pemberian upah dapat dibuktikan secara faktual, tanpa harus 
bergantung pada bentuk kontrak tertulis. Dengan kata lain, praktik kerja di lapangan yang menunjukkan keterikatan kerja dan pembayaran rutin sudah 
cukup untuk menetapkan keberadaan hubungan kerja secara hukum.[9] 

Konsekuensinya, Sebagai pemberi kerja, pihak brand memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi  hak-hak  normatif  pekerja sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003   tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui melalui  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja.  Kewajiban ini mencakup pemberian upah minimum yang layak,  pembayaran tunjangan hari raya (THR),  kepesertaan 
dalam jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS), pemberian cuti tahunan, serta perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang sewenang-



wenang. Ketentuan ini berlaku tidak hanya bagi pekerja dalam sektor formal, tetapi juga terhadap bentuk hubungan kerja non-standar seperti influencer, 
sepanjang secara faktual telah terpenuhi unsur hubungan kerja sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kegagalan pihak brand 
dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan risiko hukum, termasuk gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan sanksi administratif 
dari instansi ketenagakerjaan.[10] 

Pada ranah hukum perdata, hubungan antara para pihak dapat dibentuk atas dasar kesepakatan yang bersifat sejajar atau setara, yang dikenal sebagai 
hubungan kemitraan. Berbeda dengan hubungan kerja yang bersifat subordinative di mana salah satu pihak memiliki kekuasaan untuk memberikan 
perintah dan pengawasan hubungan kemitraan mengakui kemandirian masing-masing pihak sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri. Hubungan 
semacam ini bersumber  dari kehendak bebas para pihak dan  dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah menurut hukum. Berdasarkan  Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  ( KUHPerdata),   perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian   tersebut hanya sah apabila memenuhi keempat syarat  sebagaimana  ditentukan  dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: (1)   adanya objek tertentu yang menjadi isi perjanjian; (2) kecakapan hukum untuk membuat  perikatan; (3) suatu hal  
tertentu  sebagai objek perjanjian;  dan (4)  tujuan atau  sebab yang   diperjanjikan  tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan 
ketertiban umum. 

Kerjasama antara brand dan influencer pada dasarnya merupakan hubungan yang dapat dikategorikan sebagai kemitraan karena tidak memenuhi 
unsur-unsur hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan. Influencer tidak tunduk pada struktur organisasi, tidak diwajibkan 
mengikuti jam kerja tertentu, serta bebas menentukan metode kerja dan bentuk konten, sepanjang masih sesuai dengan kesepakatan yang telah 
dituangkan dalam kontrak. Oleh karena itu, influencer berperan sebagai subjek hukum independen yang terikat hanya pada kewajiban kontraktual.[11] 
Tanggung jawab dalam hubungan kemitraan bersifat timbal balik dan terbatas pada pelaksanaan isi kontrak (prestasi). “Apabila terjadi pelanggaran 
terhadap isi perjanjian (wanprestasi), penyelesaiannya merujuk pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata.” yang menyatakan bahwa “Jika suatu 
perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut wajib dipatuhi oleh para pihak sebagaimana mereka tunduk pada undang-undang.” Artinya, kedua 
belah pihak memiliki kewajiban untuk menaati perjanjian yang telah disepakati, dan tidak dapat secara sepihak mengubah atau mengabaikannya. Tidak 
terdapat hak-hak normatif seperti yang lazim berlaku dalam hubungan kerja, seperti hak atas upah minimum, jaminan sosial, atau pesangon, karena 
kemitraan murni bersifat perdata dan kontraktual. Oleh karena itu, mitra dalam hukum perdata adalah pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum yang 
setara dan mengikatkan diri satu sama lain berdasarkan perjanjian yang dibuat secara sah dan sukarela, tanpa adanya hubungan subordinasi 
sebagaimana dalam hubungan kerja.[12] 


2. Status Hukum dan Analisis Hubungan Kerja Influencer dengan Brand

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan profesi baru, salah satunya adalah influencer yang kini memegang peranan penting dalam strategi 
pemasaran melalui media sosial. Namun, hubungan hukum antara brand dan influencer sering kali menimbulkan persoalan yuridis terkait status 
hukumnya, yaitu apakah influencer dapat dikategorikan sebagai mitra (hubungan perdata) atau sebagai pekerja dalam hubungan kerja yang tunduk pada 
hukum ketenagakerjaan. Penentuan status hukum ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum 
yang melekat pada influencer.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang   Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  suatu 
hubungan dikualifikasikan sebagai hubungan kerja apabila memenuhi tiga unsur secara kumulatif, yaitu adanya pekerjaan, adanya perintah dari pemberi 
kerja (subordinasi), dan adanya pembayaran upah secara rutin.[13] Apabila hubungan antara brand dan influencer memenuhi ketiga unsur tersebut 
secara factual misalnya influencer diwajibkan memproduksi konten sesuai arahan brand dan menerima honorarium secara berkala maka hubungan 
tersebut harus diklasifikasikan sebagai hubungan kerja yang tunduk pada ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Sebaliknya, jika influencer bekerja secara mandiri tanpa tunduk pada arahan atau pengawasan langsung dari brand, bebas menentukan waktu dan 
metode kerja, serta hanya terikat oleh hasil yang disepakati dalam kontrak, maka hubungan tersebut merupakan hubungan kemitraan perdata yang 
tunduk pada Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdata. Dalam hubungan kemitraan ini, tidak ada kewajiban pemberi kerja untuk memberikan hak normatif 
seperti upah minimum, tunjangan hari raya, atau jaminan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya, sering terjadi penyamaran hubungan kerja dalam 
bentuk perjanjian kemitraan untuk menghindari tanggung jawab normatif, suatu praktik yang dikenal sebagai disguised employment atau hubungan kerja 
terselubung. Hal ini diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung No. 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016 yang menegaskan bahwa substansi hubungan lebih penting 
daripada bentuk kontrak yang disepakati.

Ketidaktepatan dalam mengklasifikasikan hubungan hukum ini dapat menimbulkan berbagai risiko hukum bagi kedua belah pihak. Bagi brand, jika 
menyamarkan hubungan kerja sebagai kemitraan, maka dapat dikenai sanksi administratif dari dinas ketenagakerjaan, digugat ke Pengadilan Hubungan 
Industrial, serta diwajibkan membayar hak-hak normatif secara retroaktif. Di sisi lain, influencer yang tidak diakui sebagai pekerja dapat kehilangan hak 
atas perlindungan hukum seperti jaminan sosial, kompensasi pemutusan hubungan kerja, serta tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan 
ke PHI. Oleh karena itu, penentuan status hukum influencer harus mempertimbangkan fakta kerja yang terjadi, bukan semata-mata isi kontrak.

Hingga pada saat ini belum ada peraturan khusus dalam sistem hukum Indonesia yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum influencer, sehingga 
terjadi kekosongan hukum (legal vacuum). Regulasi yang ada seperti UU Ketenagakerjaan, KUHPerdata, maupun UU Perlindungan Konsumen belum 
secara rinci menyesuaikan dengan realitas kerja influencer dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang dapat memberikan 
kepastian hukum, perlindungan yang setara, dan keseimbangan posisi tawar antara brand dan influencer, serta mencegah praktik hubungan kerja 
terselubung yang merugikan salah satu pihak.


3. Unsur Pembentuk Hubungan dan Syarat Sah Kontak Kerja Sama

Secara doktrinal dan yurisprudensial, suatu hubungan hukum dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja apabila memenuhi tiga unsur pokok secara 
simultan, yaitu: (1) adanya perintah langsung dari pemberi kerja yang menunjukkan hubungan subordinatif, (2) pemberian upah sebagai bentuk 
kompensasi, dan (3) keterikatan pada waktu kerja atau sistem penjadwalan yang ditentukan oleh pihak pemberi kerja. Ketiga unsur ini telah lama 
menjadi tolok ukur dalam menilai ada tidaknya hubungan kerja meskipun tidak selalu dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis.

Penjelasan mengenai unsur-unsur ini juga dikaji secara akademik dalam jurnal karya Abdul Rachmad Budiono (2019) dari Universitas Brawijaya, yang 
menegaskan bahwa perintah sebagai salah satu unsur inti menunjukkan adanya hubungan subordinatif antara pekerja dan pemberi kerja. Dengan 
demikian, apabila unsur perintah, upah, dan waktu kerja terpenuhi secara simultan, maka hubungan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai 
hubungan kerja meskipun tidak dinyatakan secara formal tertulis.[14] 

Dalam praktik pemasaran digital, tidak jarang influencer diminta untuk memposting konten pada tanggal tertentu, menyampaikan pesan secara literal, 
serta dilarang bekerja sama dengan kompetitor. Jika hal ini terjadi secara teratur dan berulang, maka secara substansi hukum, hubungan tersebut telah 
melampaui kemitraan biasa dan masuk dalam kategori hubungan kerja terselubung (disguised employment). Fenomena ini diangkat dalam penelitian 
oleh Febria Gupita dari Universitas PGRI Yogyakarta, yang mengkaji aktivitas kerja influencer anak di media sosial dan menyimpulkan bahwa praktik 



kerja yang mencakup perintah langsung, keterikatan waktu, serta kompensasi upah secara rutin, berpotensi kuat membentuk hubungan kerja 
terselubung.[15] Temuan tersebut selaras dengan kajian Nabiyla Risfa Izzati (2021) dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan 
bahwa praktik disguised employment telah eksis secara empiris dalam hubungan kerja non-standar dan gig economy, meskipun belum mendapatkan 
pengakuan eksplisit dalam regulasi ketenagakerjaan Indonesia.[16] 

Berdasarkan Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata) menetapkan  bahwa  suatu perjanjian dianggap sah apabila 
memenuhi empat syarat, yaitu: (1) kesepakatan bebas antar pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan, (2) kecakapan hukum untuk mengikatkan diri, 
(3) objek tertentu yang diperjanjikan, dan (4) sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.[17] Dua syarat pertama 
merupakan syarat subjektif, sedangkan dua sisanya merupakan syarat objektif. Ketidakterpenuhan syarat subjektif seperti apabila terjadi paksaan, 
penipuan, atau salah satu pihak tidak cakap hukum mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak 
terpenuhi misalnya objek perjanjian tidak jelas atau bertentangan dengan hukum maka perjanjian menjadi batal demi hukum.[18]

Dalam kontrak kerja sama dengan influencer, keempat syarat sahnya perjanjian (kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, sebab yang halal) tetap menjadi 
dasar hukum utama. Namun, kepastian sahnya perjanjian secara formal belum tentu menjamin keabsahan substansi hukumnya. Artinya, meski 
perjanjian memenuhi syarat formil, tetap ada kemungkinan perjanjian tersebut cacat hukum (misalnya, karena ada paksaan atau penipuan). Jika kontrak 
dibuat untuk menyamarkan hubungan kerja yang sebenarnya, misalnya hubungan kerja yang seharusnya tunduk pada ketentuan perburuhan, maka 
kontrak tersebut dapat dinyatakan cacat secara substansial. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan asas keterbukaan, tetapi juga dapat melanggar 
prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum perdata Indonesia. Oleh karena itu, para pihak yang membuat perjanjian terutama dalam kerja sama 
digital seperti kontrak dengan influencer wajib memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya sah secara formil, tetapi juga menggambarkan 
hubungan hukum yang sebenarnya agar terhindar dari potensi sengketa di kemudian hari.[19]


4. Tanggung Jawab Hukum dan Resiko Hukum dalam Hubungan Influencer-Brand

Pada hubungan kerja sama antara influencer dan brand, tanggung jawab hukum tidak hanya terbatas pada pelaksanaan klausul kontrak, tetapi juga 
mencakup perlindungan hukum kedua belah pihak dalam praktiknya. Tanggung jawab ini meliputi perlindungan terhadap hak normatif, kepatuhan 
terhadap peraturan perundang- undangan, serta penghindaran dari praktik yang merugikan konsumen atau melanggar etika digital.[20] 

Pertama, brand memiliki tanggung jawab hukum untuk menyusun kontrak secara adil dan tidak sepihak. Jika dalam hubungan tersebut ternyata secara 
faktual memenuhi unsur hubungan kerja yakni adanya pekerjaan, perintah, dan upah  sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15   Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  maka brand wajib memberikan perlindungan sebagaimana layaknya pemberi kerja, termasuk hak 
atas upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan kerja sepihak.68 Kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 88-90 UU 
Ketenagakerjaan, dan lebih lanjut dipertegas melalui peraturan turunan seperti  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan   
dan PP No.  35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  dan Pemutusan Hubungan Kerja.  Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak  
normatif tersebut, maka pihak yang bertanggung jawab secara hukum adalah pihak brand, karena ia berperan sebagai pemberi kerja. Pelanggaran dapat 
berupa tidak membayar THR, tidak mendaftarkan BPJS, atau melakukan pemutusan kerja sepihak tanpa dasar hukum. Akibatnya, brand dapat digugat 
oleh influencer di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dikenakan sanksi administratif oleh Disnaker, dan wajib membayar kompensasi sesuai 
peraturan perundang-undangan.
Kedua, influencer sebagai pihak pelaksana kerja sama juga memiliki tanggung jawab hukum. Influencer wajib menjalankan isi kontrak secara sungguh-
sungguh  sesuai dengan asas pacta sunt servanda  sebagaimana ditegaskan  dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang  menyatakan bahwa  perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi  para pihak. Selain itu, influencer juga harus memastikan bahwa konten yang 
disebarluaskan tidak menyesatkan publik, tidak mengandung informasi palsu, atau melanggar etika promosi digital.[21] Dalam konteks ini, influencer 
tunduk pada ketentuan:

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  khususnya Pasal 9  ayat (1),  yang  melarang  pelaku usaha   
(termasuk influencer sebagai perantara) menyebarkan informasi menyesatkan tentang manfaat suatu produk.

 2.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 
Tahun 2016, khususnya Pasal 27 dan 28, yang mengatur larangan penyebaran konten hoaks, penipuan, dan konten yang merugikan pihak lain melalui 
media elektronik.[22] 

Jika influencer melanggar hal-hal tersebut, maka tanggung jawab hukum berada pada influencer secara pribadi, sebagai pihak yang menyebarluaskan 
konten. Ia dapat dimintai ganti rugi secara perdata oleh konsumen, dikenai sanksi administratif oleh lembaga seperti BPOM atau KPI, bahkan dijerat 
sanksi pidana jika terbukti menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan secara elektronik. Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan hukum, 
brand dan influencer sama-sama memiliki tanggung jawab, tetapi bentuk tanggung jawabnya berbeda:

 3. Brand bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak kerja dan aspek legalitas kontrak.

 4. Influencer bertanggung jawab atas isi, etika, dan dampak dari konten yang dipublikasikan. 

Dalam konteks ini, influencer juga wajib menjaga transparansi dan profesionalisme, termasuk menginformasikan bahwa konten bersifat sponsor, hanya 
mempromosikan produk yang benar-benar dipahami manfaat dan legalitasnya, serta tidak memberikan testimoni fiktif.Dengan demikian, dalam perspektif 
perlindungan hukum, kedua belah pihak harus mematuhi prinsip itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan kerja sama. Kegagalan 
dalam memenuhi tanggung jawab hukum ini dapat menimbulkan konsekuensi baik secara perdata, administratif, maupun pidana. Oleh karena itu, 
penting bagi setiap kontrak antara influencer dan brand untuk tidak hanya memenuhi unsur formil hukum perdata, tetapi juga memperhatikan 
keberlakuan norma hukum sektoral yang relevan, termasuk ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan peraturan digital.

	 Berdasarkan analisis terhadap hubungan hukum antara influencer dan brand, apabila terjadi ketidaksesuaian klasifikasi status hukum (antara 
hubungan kerja atau kemitraan), maka dapat menimbulkan risiko hukum bagi masing-masing pihak. Tabel 1 berikut menyajikan bentuk risiko hukum, 
pihak yang terlibat, serta dasar hukum yang mendasarinya.


Tabel 1. Risiko Hukum Jika Status Tidak Sesuai

No	 Pihak Terlibat	 Risiko Hukum Jika Tidak Sesuai	 Dasar Hukum / Produk Hukum

	 	 	 1.	 	 	 	 Brand	  Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI):  Pekerja (termasuk influencer jika unsur hubungan 
kerja terpenuhi) bisa menggugat ke PHI.	  UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 	 →  Pasal 1 ayat (1) 
dan   Pasal  55.	  UU No. 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan 	 →  Pasal 1 angka 15:   definisi hubungan	 kerja.

	 	 Sanksi administratif dan denda dari Disnaker: Jika tidak memenuhi hak normatif pekerja.	  UU No. 13 Tahun 2003,  jo.  UU No. 11 Tahun 
2020  (Cipta Kerja), jo. PP  No. 36 Tahun	 2021	 tentang Pengupahan 	 → Pasal 90B: pemberian sanksi administratif→ bagi→ pelanggaran→ 
norma kerja.




	 	 Kewajiban membayar hak-hak pekerja secara retroaktif: Termasuk THR, BPJS, pesangon.	 Permenaker→ No→ 6→ Tahun→ 2016→ 
tentang THR	 → Pasal 2 dan 5.	 P P→ No→ 35→ Tahun→ 2021→ tentang PKWT dan PHK→ Pasal→ 40-50→ hak→ pesangon→ kompensasi.

	 	 Potensi kehilangan reputasi bisnis: Karena sengketa terbuka atau pelaporan di media.	 Tidak diatur eksplisit dalam UU, tapi konsekuensi 
tidak langsung dari pelanggaran norma ketenagakerjaan &amp; publikasi media	→ UU No. 8 Tahun 199 9→ tentang Perlindungan Konsumen juga dapa
dipakai jika terjadi misleading terhadap public.
2.	 Influencer	 Tidak mendapat hak normatif (BPJS, THR, dll): Jika tidak dianggap pekerja.	 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS	 → Pasal 14 
dan 15 mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya. Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR.

	 	 Kehilangan akses ke perlindungan hukum→ jika→ terjadi→ sengketa: Karena hubungan kerja tidak diakui.	  UU→ No.2 Tahun  2004 	 → 
Sengketa  hubungan kerja   hanya bisa dibawa ke PHI jika ada unsur hubungan kerja (pekerjaan, upah, perintah).

	 	 Rentan→ terhadap→ pemutusan→ kerja sepihak tanpa kompensasi.	 UU→ No→ 13 Tahun→ 2003,  jo.  PP→ No. 35	Tahun 2021→  
Pasal→ 36-51→ tentang→ syarat→ dan kompensasi PHK.

	 	 Kesulitan menuntut jika tidak dianggap sebagai pekerja.	  UU No. 13 Tahun 2003→   Pasal→ 1→ angka→ 15→  definisi→ hubungan	  
kerja 	 → Tanpa memenuhi  unsur “pekerjaan, upah, dan perintah”,   maka tidak diakui sebagai pekerja.


Tabel ini menggambarkan risiko hukum yang dapat timbul apabila hubungan antara brand dan influencer tidak dikualifikasikan secara tepat, apakah 
sebagai hubungan kerja atau kemitraan perdata. Apabila brand memperlakukan influencer sebagai mitra padahal secara faktual hubungan tersebut 
memenuhi unsur hubungan kerja (pekerjaan, perintah, dan upah), maka brand berisiko digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana 
diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 dan UU Ketenagakerjaan. Selain itu, brand juga dapat dikenai sanksi administratif oleh Disnaker, diwajibkan 
membayar hak-hak pekerja secara retroaktif seperti THR dan BPJS, serta menghadapi kerugian reputasi akibat publikasi sengketa. Bagi influencer, tidak 
diakuinya status sebagai pekerja mengakibatkan hilangnya akses terhadap perlindungan normatif seperti jaminan sosial, hak atas kompensasi PHK, dan 
kesulitan hukum ketika terjadi pemutusan sepihak. Tanpa status pekerja yang sah, influencer tidak memiliki legal standing untuk membawa kasus ke 
PHI. Oleh karena itu, klasifikasi status hukum yang akurat sangat penting agar kedua pihak terhindar dari konflik hukum dan mendapat kepastian 
perlindungan sesuai peraturan yang berlaku.


5. Hak, Kewajiban, dan Struktur Kerja Sama Influencer

Dalam ekosistem pemasaran digital modern, influencer memainkan peran penting sebagai perantara antara brand dan konsumen. Namun demikian, 
status hukum influencer yang kerap dikategorikan sebagai “mitra” atau “pekerja lepas” berdampak signifikan terhadap kedudukan hukumnya dalam 
kontrak kerja sama. Status ini menentukan seberapa besar hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang melekat pada influencer sebagai subjek 
hukum dalam perjanjian kerja sama.

Untuk memahami perbedaan perlindungan hukum terhadap influencer dalam dua jenis hubungan hukum, yaitu sebagai mitra (hubungan perdata) dan 
sebagai karyawan (hubungan industrial), disajikan Tabel 2 yang membandingkan berbagai aspek mulai dari penghasilan, hak cuti, jaminan sosial, THR, 
hingga mekanisme pemutusan hubungan.


Tabel 2. Perbandingan Hak Influencer sebagai Mitra dan Karyawan

No	 Aspek	 Mitra (Hubungan Perdata)	 Karyawan (Hubungan Industrial

1.	 Penghasilan / Honorarium	 Penghasilan diberikan berdasarkan proyek atau konten, mengacu pada perjanjian kerja sama (Pasal 1313 
KUHPerdata). Tidak ada ketentuan mengenai batas minimum atau waktu pembayaran kecuali diperjanjikan.	 Upah wajib dibayarkan secara berkala 
(bulanan/mingguan) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 30 dan Pasal 88-90 UU No. 13 Tahun 2003 jo. UU Cipta Kerja. Harus memenuhi upah minimum 
provinsi/kota/kabupaten (UMK/UMP).

2.	 Cuti	 Tidak memiliki hak cuti normatif, kecuali diatur dalam kontrak. Ketidakhadiran dapat dianggap wanprestasi	 (Pasal	 1243	
KUHPerdata).	 Berhak atas cuti tahunan, cuti haid, cuti hamil/melahirkan, dan cuti sakit sesuai Pasal 79 dan 93 UU No. 13 Tahun 2003. Cuti tidak boleh 
dipotong gaji.

3.	 Jaminan Sosial	 Tidak ada kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan ke BPJS jika status bukan karyawan (UU No. 24 Tahun 2011). Dapat 
mengikuti secara	 mandiri sebagai peserta BPU (Bukan Penerima Upah).	Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Kesehatan 
dan BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 14 dan 15 UU No. 24 Tahun 2011→ Kegagalan	 memenuhi kewajiban ini dikenakan sanksi administratif.

4.	 Tunjangan Hari Raya (THR)	 Tidak wajib diberikan, kecuali disepakati dalam kontrak secara eksplisit. Jika tidak diperjanjikan, tidak dapat dituntut 
secara hukum.	 Wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang telah bekerja minimal 1 bulan, sesuai Permenaker No. 6 Tahun 2016, 
Pasal 2 dan 5. Besar THR minimal→ satu→ bulan→ upah→ bagi→ pekerja dengan masa kerja ≥12 bulan.

5.	 Bentuk Perjanjian	 Menggunakan perjanjian kerja sama (kontrak sipil) berdasarkan KUHPerdata, tunduk pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 
1320 dan 1338 KUHPerdata). Tidak memunculkan hubungan subordinasi.	 Menggunakan  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)  atau   Waktu 
Tidak Tertentu (PKWTT)   sesuai Pasal 50 dan 56  UU No. 13 Tahun 2003  jo.  PP No. 35 Tahun→ 2021→  Menimbulkan→ hubungan kerja dan 
tanggung jawab normative.

6.	 Pemutusan Hubungan 	 Diatur oleh isi kontrak. Salah satu pihak bebas mengakhiri kerja sama sepanjang tidak melanggar klausul perjanjian. Bila 
terjadi sengketa, diselesaikan secara→ perdata→(Pasal 1338 KUHPerdata).	 PHK hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum tertentu, harus 
disertai pemberian kompensasi/pesangon sesuai Pasal 36-50 PP No. 35 Tahun 2021. Penyelesaian→ sengketa→ dilakukan→ di	Pengadilan Hubungan 
Industrial.


Perbedaan status antara mitra dan pekerja secara mendasar terletak pada hubungan subordinatif. Jika influencer bekerja atas perintah, dalam jangka 
waktu tertentu, dan mendapat kompensasi yang rutin, maka hubungan tersebut memenuhi kriteria  hubungan  kerja  menurut  Pasal 1 angka 15 UU No. 
13 Tahun 2003.   Dalam hal ini, pemberi kerja tidak bisa menghindar dari kewajiban normatif hanya dengan menyebut kontrak sebagai "kerja sama". 
Sebaliknya, jika influencer memiliki keleluasaan penuh atas cara kerja, tidak tunduk pada struktur organisasi, dan kontrak hanya mengatur target hasil, 
maka hubungan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai hubungan perdata. Sayangnya, saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur profesi 
influencer secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan status hubungan kerja atau perdata sangat tergantung pada fakta 
kerja yang terjadi, bukan hanya pada redaksional kontrak. Pengadilan pun telah menyatakan bahwa substansi hubungan lebih penting dari bentuk 
kontrak dalam beberapa putusan PHI, seperti Putusan MA No. 501 K/Pdt.Sus-PHI/2016.[9]

Kontrak kerja sama antara influencer dan brand merupakan bentuk hubungan hukum perdata yang tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan keabsahannya mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata. Guna menilai keabsahan dan 



kelengkapan suatu perjanjian kerja sama antara brand dan influencer, penting untuk memahami struktur kontrak yang umum digunakan. Oleh karena itu, 
Tabel 3 disusun untuk memperlihatkan komponen-komponen utama dalam kontrak kerja sama, penjelasannya, serta dasar hukum yang menjadi rujukan.


Tabel 3→ Struktur Kontrak Influencer-Brand dan Dasar Hukumnya

No	 Komponen Kontrak	Penjelasan	 Dasar Hukum

1.	 Deskripsi Pekerjaan	 Jenis→ konten→ jumlah→ unggahan, format→ dan→ platform→(Instagram,	 TikTok, dll) yang disepakati.	 Pasal 1320 
ayat (3) KUHPerdata - “Suatu hal tertentu”.

2.	 Kompensasi	 Nilai honorarium: bisa berupa uang, produk, sistem afiliasi, atau bentuk imbalan lainnya.	 Pasal→ 1338→ KUHPerdata→ 
Kebebasan berkontrak.	 

3.	 Durasi Kerja sama	 Periode→ kerja→ sama→ tanggal→ mulai hingga berakhirnya kontrak.	 Asas→ kepastian→ hukum→ Implied→ dalam 
sistem kontraktual.

4.	 Kepemilikan Hak Cipta	 Ketentuan→ apakah→ hak→ cipta→ atas	 konten→ tetap→ pada→ influencer→ atau dialihkan ke brand.	 UU No. 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 8 dan Pasal 16.

5.	 Klausul Ekslusivitas	 Larangan→ bekerja→ sama→ dengan kompetitor selama periode kontrak.	 Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata - Itikad 
baik dan perlindungan terhadap klausul berat sebelah.

6.	 Sanski Wanprestasi	 Ketentuan mengenai denda, pemotongan honor, atau penghentian kerja sama jika influencer melanggar kewajiban.	
Pasal 1243 KUHPerdata - Ganti rugi atas wanprestasi.

7.	 Penyelesaian Sengketa	 Pilihan forum penyelesaian, baik melalui pengadilan umum (litigasi) maupun arbitrase.	 Pasal 1338 KUHPerdata; UU 
No.  30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 

8.	 Keseimbangan Kontrak	 Pentingnya keadilan dan kesetaraan posisi tawar antara influencer dan brand agar kontrak tidak bersifat sepihak atau 
merugikan salah satu pihak.	  Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata:  " Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."  → menuntut keadilan dan 
kesetaraan antar pihak.	 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015: Menegaskan bahwa klausul perjanjian yang merugikan pihak yang lebih 
lemah (misalnya pekerja, mitra, atau konsumen) dapat dibatalkan demi hukum.	  UU  No.  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,   Pasal 18 
ayat (1): Melarang pencantuman klausula baku yang merugikan atau menghilangkan hak konsumen, yang prinsipnya dapat diterapkan→ analogis→ 
untuk→ kontrak→ yang tidak seimbang secara posisi tawar.


Tabel ini merinci unsur-unsur pokok yang lazim ditemukan dalam kontrak kerja sama antara influencer dan brand serta dasar hukum yang melandasinya. 
Setiap komponen dalam kontrak memiliki fungsi yang penting dalam membentuk hubungan hukum yang jelas, adil, dan sah secara hukum. Mulai dari 
deskripsi pekerjaan yang menggambarkan jenis konten dan platform yang digunakan, kompensasi atau bentuk imbalan yang diberikan, hingga klausul 
eksklusivitas yang membatasi kerja sama influencer dengan kompetitor selama masa kontrak. Klausul-klausul tersebut disusun berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak dan kepastian hukum sesuai Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Selain itu, terdapat ketentuan penting lain seperti kepemilikan 
hak cipta (yang diatur dalam UU Hak Cipta), dan sanksi wanprestasi apabila salah satu pihak melanggar isi kontrak. Hal yang tidak kalah penting adalah 
klausul penyelesaian sengketa dan keseimbangan kontrak. Keseimbangan kontrak diperlukan agar tidak terjadi dominasi atau ketimpangan posisi tawar 
yang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penyusunan kontrak harus memperhatikan prinsip itikad baik dan keadilan sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata dan didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi maupun prinsip perlindungan konsumen yang 
relevan. 


6. Kualifikasi Hukum dan Konsekuensi Pelanggaran

Secara yuridis, kontrak kerja sama antara brand dan influencer termasuk dalam ranah hukum perdata, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata,  yang  
mendefinisikan  perjanjian  sebagai  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 
lebih.   Namun, dalam praktiknya, perjanjian tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum yang lebih luas apabila memuat unsur-unsur subordinasi, 
seperti:

 5. Adanya instruksi langsung dari brand terkait isi dan waktu publikasi konten,

 6. Adanya kompensasi tetap layaknya gaji,

 7. Adanya kewajiban hadir atau bekerja di jam tertentu sebagaimana layaknya karyawan.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka secara hukum, hubungan kerja itu secara substantif memenuhi→ kriteria sebagai hubungan kerja, 
sebagaimana diatur dalam:

1.  Pasal 1 angka 15  Undang-Undang  No.  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa hubungan kerja   terjadi apabila 
terdapat pekerjaan, perintah dari pemberi kerja, dan upah.

2. Yurisprudensi→ Mahkamah→ Agung→ No→ 501→ K/Pdt.Sus-PHI/2016→ yang→ menegaskan→ bahwa→ substansi hubungan kerja lebih penting 
daripada label atau judul kontrak.[9]

Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian yang berjudul “kemitraan” atau “kerja sama” ternyata secara substansial memuat ciri-ciri hubungan kerja, maka 
kontrak tersebut dapat dianggap sebagai disguised employment (hubungan kerja terselubung), dan ketentuan hukum ketenagakerjaan harus 
diberlakukan secara mutatis mutandis. Ketidaksesuaian antara isi kontrak dan praktik di lapangan dalam kerja sama antara influencer dan brand dapat 
menimbulkan pelanggaran hukum. Tabel 5 berikut menyajikan berbagai bentuk pelanggaran beserta dasar hukum yang berlaku serta forum 
penyelesaiannya jika terjadi sengketa.


Tabel 4. Konsekuensi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran

No	 Bentuk Pelanggaran	 Dasar Hukum

1.	 Gugatan Wanprestasi	 Pasal 1243 KUHPerdata - Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam kontrak, dapat digugat.

2.	 Sanksi Administratif oleh Dinas Ketenagakerjaan	 Pasal 190 dan 185 UU Ketenagakerjaan, serta PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

3.	 Tuntutan Perlindungan Jaminan Sosial	 Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS - Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerja dalam program 
jaminan.

4.	 Pembatalan Kontrak yang Merugikan Para Pihak 	Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata - Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, tidak boleh 
merugikan salah satu pihak.

5.	  Penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial  (PHI)	  UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan  
Industrial.




Tabel ini menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat timbul jika suatu kontrak kerja sama antara brand dan influencer disusun tanpa 
memperhatikan status hukum yang sebenarnya. Pelanggaran ini menjadi relevan terutama dalam kasus di mana influencer secara substantif telah 
memenuhi unsur hubungan kerja (pekerjaan, perintah, dan upah), namun kontraknya tetap dikemas dalam bentuk kemitraan untuk menghindari 
tanggung jawab normatif. 

1. Pertama, gugatan wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak, baik brand maupun influencer, tidak melaksanakan kewajiban yang telah 
disepakati dalam kontrak. Dasar hukumnya adalah Pasal 1243 KUHPerdata, yang memungkinkan pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi. 

2. Kedua, jika brand tidak memenuhi kewajiban normatif seperti upah minimum, THR, atau jam kerja yang layak padahal hubungan yang terjadi adalah 
hubungan kerja, maka sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Dinas Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Pasal 190 dan 185 UU Ketenagakerjaan serta 
PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

3. Ketiga, pelanggaran juga bisa terjadi dalam bentuk tuntutan jaminan sosial. Apabila pemberi kerja tidak mendaftarkan influencer dalam program BPJS, 
padahal influencer telah memenuhi unsur pekerja, maka brand melanggar Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

4. Keempat, apabila isi kontrak terbukti merugikan pihak yang lebih lemah secara hukum, seperti influencer yang tidak memiliki posisi tawar kuat, maka 
kontrak tersebut dapat dibatalkan berdasarkan asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. 

5. Kelima, apabila terjadi konflik antara influencer dan brand yang bersumber dari kesalahan pengklasifikasian hubungan hukum, maka penyelesaiannya 
dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai UU No. 2 Tahun 2004. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan jika unsur hubungan kerja 
terbukti secara substantif.

Untuk mencegah konflik hukum, penyusunan kontrak influencer-brand harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keseimbangan Kontraktual Prinsip ini menjamin agar hak dan kewajiban kedua belah pihak brand dan influencer dibagi secara adil. Tidak 
boleh ada pihak yang dirugikan atau mendapatkan keuntungan berlebihan. Klausul kontrak harus proporsional, termasuk soal sanksi, tanggung jawab, 
dan pelaksanaan kerja sama.[22]

2. Prinsip Kepastian Hukum Mengacu pada asas lex certa dan lex scripta, isi kontrak harus jelas, tidak multitafsir, dan bisa dipertanggungjawabkan 
secara hukum. 

3. Prinsip  Itikad Baik (Good Faith) Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata,  perjanjian harus dijalankan dengan kejujuran dan 
tanpa niat merugikan pihak lain.[9]

Dengan demikian, tabel ini menegaskan bahwa kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengakui bentuk hubungan hukum yang tepat akan berdampak 
serius secara hukum bagi kedua belah pihak, baik dalam ranah perdata, administrasi, maupun industrial.


7. Urgensi Pembentukan Regulasi Khusus terhadap Hubungan Hukum antara Influencer danBrand dalam Sistem Hukum Nasional

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan bentuk profesi baru dalam ranah ekonomi digital, salah satunya adalah profesi 
influencer. Peran strategis yang dimainkan oleh influencer dalam memasarkan produk dan membentuk opini publik melalui media sosial menjadikannya 
bagian penting dari sistem promosi modern. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus dalam sistem hukum positif Indonesia 
yang secara eksplisit mengatur kedudukan hukum influencer, khususnya dalam hubungan hukum yang terjalin antara influencer dengan pihak brand. 
Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (legal vacuum) yang menyebabkan ketidakpastian status hukum, serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak 
normatif apabila hubungan kerja tersebut tidak dikualifikasikan secara tepat.[23]

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, hubungan kerja antara influencer dan brand sering kali dikemas dalam bentuk kontrak kemitraan 
atau perjanjian kerja sama yang tunduk pada hukum perdata. Padahal, secara faktual, tidak jarang hubungan tersebut memenuhi unsur  hubungan 
kerja sebagaimana dimaksud dalam   Pasal   1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu    adanya 
pekerjaan, perintah, dan upah.  Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka kontrak yang disebut sebagai kemitraan sepatutnya dikualifikasikan 
sebagai hubungan kerja, sehingga berlaku ketentuan normatif ketenagakerjaan secara mutatis mutandis. Ketidaktegasan dalam pengaturan tersebut 
membuka ruang bagi praktik disguised employment, yakni penyamaran hubungan kerja ke dalam bentuk hubungan perdata demi menghindari kewajiban 
normatif yang seharusnya dipenuhi oleh pemberi kerja.

 Urgensi pembentukan regulasi khusus ini telah banyak disorot dalam berbagai kajian hukum di Indonesia. Fridiana dan Westra (2021) menyebut bahwa 
aktivitas promosi oleh influencer memang telah diatur secara implisit melalui berbagai regulasi, seperti  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen,  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang 
Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Namun, belum ada satu pun aturan hukum positif yang secara tegas 
menetapkan status hukum influencer sebagai subjek dalam hubungan kerja atau kemitraan yang memiliki standar perlindungan hukum yang setara 
dengan profesi formal lainnya. Dengan demikian, pembentukan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur hubungan hukum antara influencer dan 
brand menjadi suatu keniscayaan. Regulasi tersebut tidak hanya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin keadilan, 
keseimbangan posisi tawar para pihak, dan perlindungan hukum yang komprehensif dalam ekosistem pemasaran digital yang semakin berkembang di 
Indonesia.

V. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara brand dan influencer dapat dikualifikasikan sebagai hubungan kerja 
atau kemitraan perdata tergantung pada terpenuhinya unsur pekerjaan, perintah, dan upah. Jika ketiga unsur tersebut ada, maka hubungan tersebut 
merupakan hubungan kerja yang tunduk pada hukum ketenagakerjaan, dan brand berkewajiban memberikan hak-hak normatif seperti upah minimum, 
BPJS, dan THR. Namun, jika tidak terdapat subordinasi dan influencer bekerja secara mandiri, maka hubungan tersebut sah sebagai kemitraan perdata. 
Ketidakjelasan status hukum ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan pelanggaran hak, sehingga berdampak negatif bagi kedua belah pihak. 
Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur hubungan kerja sama digital ini secara eksplisit. Penelitian lanjutan disarankan untuk 
mengkaji perbandingan regulasi internasional mengenai status hukum influencer sebagai dasar rekomendasi penyusunan peraturan di Indonesia. 
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